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Ringkasan
[bookmark: ABSTRAK][bookmark: _bookmark5]Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa di Selangkau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini adalah model deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif serta menggunakan metode observasi dan wawancara. Untuk menganalisa pengelolaan keuangan desa penelitian ini menggunakan alat analisis berupa perundangan-undangan. Undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menujukan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Selangkau telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan merupakan tahap pengelolaan keuangan yang dilakukan lebih baik dari tahap yang lainnya sedangkan perencanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan cukup baik. 
Kata kunci: Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa


Analysis Of The Application Of Permendagri Number 113 Of 2014 In Affordable Villages In 2017
Abstract
	The purpose of this research is to find out and analyse financial management according to Selangkau village in the regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 about financial management.  This research is a descriptive model by using the comparative approach and using the methods of observation and interviews. To analyze the financial management of the village this study uses analysis tools in the form of legislation. Regulations Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 about financial management. The results of this research demonstrating that the financial management of the village in the village of Selangkau has been implemented properly. . Implementation, administration and reporting are financial management performed better than other stages while planning and accountability implemented well enough. 
Keywords: The village, the village Finances and financial management of the Village.   








PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sebagai bentuk pengurangan risiko terhadap penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan desa, Pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana didalamnya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa antara lain: asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengelolaan keuangan desa bisa lebih teratur, terarah dan mengurangi tingkat penyalahgunaan.
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur tentang bagaimana desa melakukan pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa menurut peraturan ini terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Bagaimana desa melakukan tahapan- tahapan dalam pengelolaan keuangan desa sudah diatur dengan jelas dan untuk menyesuaikan dengan kondisi dilapangan, pemerintah daerah membuat peraturan tambahan yang lebih terkhusus untuk desa di suatu daerah tersebut guna menunjang Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu  wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang di bentuk berdasarkan UU. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999. Terdiri dari 18 Kecamatan dengan 135 desa salah satunya adalah desa Selangkau terletak di Kecamatan Kaliorang, merupakan desa yang sangat tertinggal dari 6 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal berdasarkan indeks desa membangun tahun 2016.
Tabel 1.1 Status desa berdasarkan indeks desa membangun Tahun 2016Sumber: https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2016/03/64-kaltim-idm


	Kode Kab.
	Kabupaten
	Kode Kec.
	Kecamatan
	Kode Desa
	Nama Desa
	IDM
	STATUS

	64004
	KUTIM
	1201260
	Kaliorang
	64004512
	Bukit Harapan
	0,5892
	Tertinggal

	64004
	KUTIM
	1201260
	Kaliorang
	64004513
	Bukit Makmur
	0,5854
	Tertinggal

	64004
	KUTIM
	1201260
	Kaliorang
	64004514
	Bangun Jaya
	0,5681
	Tertinggal

	64004
	KUTIM
	1201260
	Kaliorang
	64004515
	Citra Manunggal Jaya
	0,5615
	Tertinggal

	64004
	KUTIM
	1201260
	Kaliorang
	64004516
	Bumi Sejahtera
	0,5923
	Tertinggal

	64004
	KUTIM
	1201260
	Kaliorang
	64004517
	Selangkau
	0,4727
	Sangat Tertinggal



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa  dijelaskan dalam Bab II pasal 2 ayat 1 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada Pasal 40 disebutkan bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyrakat, Namun kenyataannya berdasarkan hasil observasi  Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa desa belum mengumumkan laporan realisasinya kepada masyarakat secara terbuka atau transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. 
Berdasakan hasil observasi diketahui kurangnya minat masyrakat dalam pelaksanaan musrenbang alasannya bahwa usul yang disampaikan oleh masyarakat, hanyalah sebatas usulan saja tetapi yang menentukan pada akhirnya kembali ke pemerintah sebagai pihak yang mengeksekusi kebijakan, pada akhirnya masyarakat hanya sekedar memenuhi unsur pelaksanaan musrenbang yang harus melibatkan perwakilan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Hingga masyarakat yakin bahwa musrenbang hanyalah formalitas bagi pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan sesuai kemauan pemerintah sendiri.
Berdasakan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”.
Kajian Pustaka
Desa
Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unit dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri. Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang meiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Akbar, 2015).
Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa baik dan tertib (Prayudi,2016).
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki:
1.	Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
2.	Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
3.	Hak asal-usul, serta
4.	Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia
Keuangan Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Suhairi : 2016).
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkut (Iqsan: 2016).
1.	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta  segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
2.	hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan kekayaan desa (Lapananda,2016:124).  
Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 113 Tahun 2014
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 BAB II Pasal 2 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Dalam  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana 5 kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.
METODE
Penelitian dilakukan pada Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, agar tidak meyimpang dari pokok permasalahan dan untuk pembahasan yang lebih terarah maka penulisan ini diberikan batasan. Batasan dari penelitian ini adalah sebatas pada pengelolaan keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tahun 2017.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Observasi
Wawancara
Dokumentasi
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan metode Deskripstif Komparatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari Kantor Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Selain itu ada juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber  seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan disini ialah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.” Alat analisinya adalah menggunakan tabel analisis komparatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dan Pembahasan Tahap Pengelolaan Keuangan Desa Selangkau
Tabel 4.6 Ringkasan Pengelolaan Keuangan Desa SelangkauDisambung kehalaman berikutnya


	No
	Permendagri 113 Tahun 2014
	Desa Selangkau
	Ket

	No
	Tahap Perencanaan
	
	

	1
	Sekertaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa
	Sekertaris desa bersama tim RKPDesa menyusun Rencana Peraturan Desa sebagai dasar perencanaan APBDesa yang hasilnya kemudian diserahkan kepada Kepala Desa
	Sesuai

	2
	Rencana peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala desa kepada BPD untuk pembahasan lebih lanjut.
	Rencana Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas	dalam Musrenbangdes.
	Sesuai

	3
	Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa Selangkau disepakati bersama pada bulan Juni tahun berjalan
	Sesuai

	4
	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk evaluasi.
	Rancangan  peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 
	Sesuai

	No
	Tahap Pelaksanaan
	Ket
	

	1
	Semua Penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening desa.
	Semua Penerimaan	dan pengeluaran yang terjadi di Desa Selangkau telah menggunakan rekening kas desa untuk semua kegiatan.
	Sesuai

	2
	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
	Pemerintahan Desa Selangkau mewajibkan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus disertai bukti yang lengkap dan sah.
	Sesuai

	3
	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain penerimaan desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
	Pemerintah Desa tidak pernah melakukan pungutan penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
	Sesuai

	4
	Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi Kebutuhan Operasional desa.
	Bendahara desa tidak menyimpan uang dalam jumlah tertentu dan untuk kebutuhan apapun.
	Tidak Sesuai

	5Disambung kehalaman berikutnya


	Pengeluaran desa yang me ngakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 
	Desa Selangkau tidak melakukan pengeluaran sebelum peraturan tentang
	

	NoTabel 4.6 Sambungan

	Permendagri 113 Tahun 2014
	Desa Selangkau
	Ket

	
	sebelum rencana peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai Perdes.
	APBDesa ditetapkan. Kecuali ada silpa dari anggaran tahun sebelumnya dan telah mendapat persetujuan dari
Kabupaten untuk digunakan.
	Sesuai

	6
	Pengeluaran desa untuk belanja yang bersifat operasional perkantoran yang ditetapakan dalam Peraturan Kepala Desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rencana tentang peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan
	Desa tidak memiliki peraturan resmi dalam bentuk	Peraturan Kepala Desa untuk operasional kantor
	Tidak sesuai

	7
	Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum digunakan RAB tersebut diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan diserahkan kepada kepala desa.
	Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan di desa selangkau harus disertakan dengan RAB terutama untuk pendanaan yang bersifat fisik.
	Sesuai

	8
	Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa dan SPP tersebut tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.
	Dalam melaksanakan kegiatan pelaksana kegiatan harus mengajukan SPP kepada kepala desa.  
	Sesuai

	9
	Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekesrtaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan  permintaan pembayaran serta menguji dan mengecek kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
	Sekertaris desa selalu memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen perihal pengajuan pemintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan.
	Sesuai

	10
	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Bendahara desa selangkau telah menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara.
	Sesuai

	11
	Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (Satu) kali dalam satu tahun anggaran dan tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
	Desa Selangkau Melakukan Perubahan APBDesa dikarenakan adanya penambahan dana, sehingga desa selangkau melakukan musrembang kembali terkait pengajuan perubahan APBDesa.
	Sesuai

	No
	Tahap Penatausahaan
	Ket
	

	1
	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
	Penatausahaan keuangan di desa selangkau dilakukan oleh bendahara desa yang dijabat oleh kaur keuangan.
	Sesuai

	2
	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan  setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 
Disambung kehalaman berikutnya


	Desa selangkau melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendehara desa.
	Sesuai

	NoTabel 4.6 Sambungan

	Permendagri 113 Tahun 2014
	Desa Selangkau
	Ket

	3
	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
	Laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara desa.
	Sesuai

	4
	Bendahara desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa dengan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
	Laporan	disampaikan
kepada	Kepala	Desa Setiap Bulannya sebelum tanggal 10.
	Sesuai

	5
	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak dan buku bank.
	Untuk penatausahaan bendahara menggunakan BKU dan Buku kas pembantu Pajak. Namun tidak menggunakan buku bank.
	Tidak sesuai

	No
	Tahap Pelaporan
	Ket

	1
	Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati.
	Kepala desa selangkau telah menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Untuk tahun 2017 dalam bentuk LPPD yang mencakup laporan semester pertama dan akhir.
	Sesuai

	2
	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
	Laporan	realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap pertama Desa Selangkau dilaporkan pada bulan oktober tahun
berjalan.
	Tidak Sesuai

	3
	Laporan realisasi  pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
	Laporan	realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap akhir Desa Selangkau belum dilaporkan.
	Tidak Sesuai

	No
	Tahap Pertanggungjawaban
	Ket

	1
	Kepala desa menyampaikan kepada  Bupati laporan Pertanggungajwaban Realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
	Kepala	Desa	Selangkau telah menyampaikan  Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  kepada Bupati pada        akhir       bulan Desember
	Sesuai

	2
	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.
	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati telah terdiri   dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
	Sesuai

	3
	Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
	Perdes tentang Laporan pertanggungjawaban
realisasi	pelaksanaan APBDesa Desa Selangkau untukTahun 2017 tidak dibuat.
	Tidak Sesuai

	4
	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilapiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa , format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkanaan dan format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.Disambung kehalaman berikutnya


	Pada laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa     miliki    Desa Selangkau tidak Melampirkan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 desember tahun anggaran.
	Tidak Sesuai

	No
	Permendagri 113 Tahun 2014
	Desa Selangkau
	Ket

	5
	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
	Desa selangkau belum menginformasikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat.
	Tidak sesuai


Sumber : Data yang diolahTabel 4.6 Sambungan

Hasil Analisis
Tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Selangkau
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan, namun terjadi perubahan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati pada bulan juni tahun 2017 sesuai dengan pernyataan yang disampaiikan oleh sekretaris desa selangkau kecamatan kaliorang kabupaten Kutai Timur (Bapak arifuddin) :
“Untuk tahun 2017 desa selangkau melakukan APBDesa perubahan. Karena Adanya penambahan dana. Jadi kita bermusyawarah lagi mengenai APBDes tersebut sebegaimana seperti awalnya pada bulan september. (wawancara, 12 Juni 2018)
Karena terjadi Perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa selangkau yang telah disepakati sebelumnya pada bulan Juni tahun berjalan dikarenakan adanya penambahan dana sehingga desa selangkau kembali melakukan Musrenbangdes pada bulan September.
Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Selangkau 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara keseluruhan telah sesuai. Sedangkan yang tidak sesuai menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pada pasal 25 ayat (2) Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa namun desa selangkau tidak melakukannya namun ini bukanlah pelanggaran karena pasal tersebut hanya menganjurkan bukan mewajibkan, Bendahara Desa tidak melakukan penyimpanan uang karena ditakutkan terjadi penyalahgunaan oleh karena itu desa menerapkan  dana akan dicairkan dari bank hanya jika suatu kegiatan akan dilaksanakan namun hal ini mengakibatkan kegiatan dengan skala kecil menjadi lebih rumit karena harus melalui proses pencairan dana dari bank. selanjutnya desa tidak mempunyai peraturan resmi dalam bentuk peraturan Kepala Desa untuk pengeluaran operasional kantor.
Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Selangkau 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah sesuai Sedangkan yang tidak sesuai menurut Peremendagri No. 113 Tahun 2014 adalah disebutkan pada pasal 36 bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, namun desa selangkau tidak menggunakan bank dalam penatausahaan keuangan desa. Seperti pernyataan bendahara desa selangkau kecamatan kaliorang kabupaten kutai timur (Bapak Mahmud) bahwa :
“Di desa sebenarnya telah tersedia format buku bank tinggal diisi saja namun buku bank tidak pernah diminta dari pihak kabupaten sehingga buku bank tidak pernah dipergunakan. (wawancara, 11 Juni 2018)
Satu hal perlu diperhatikan bahwa  yang melakukan penatausahaan keuangan di desa selangkau adalah bendahara desa yang sekaligus juga sebagai Kepala Urusan Keuangan, sehingga dua tugas harus dilakukan mulai dari bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan desa, membuat laporan pertanggungjawaban bulanan sekaligus membuat laporan realisasi anggaran hal ini mengakibatkan kaur keuangan sekaligus bendahara desa selangkau memiliki tugas ganda dan kemungkinan untuk kesalahan pencatatan karena human error sangat besar. Menurut keterangan kepala desa selangkau hal ini terjadi dikarenakan belum adanya SDM yang dapat melakukan tugas tersebut dan hal yang paling penting dikarenakan kurangnya dana untuk membiayai gaji pegawai.
Tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Selangkau
 Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang telah sesuai ialah Kepala Desa Selangkau telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun Desa Selangkau dilaporkan akhir bulan desember tahun berjalan. Sedangkan yang tidak sesuai  adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dilaporkan bulan oktober tahun berjalan. Sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap akhir belum dilaporkan. Seperti yang disampaikan oleh keterangan kepala desa selangkau kecamatan kaliorang kabupaten kutai timur (Bapak Hasbollah) :
“Untuk di desa selangkau dalam hal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tidak mengikuti format permendagri namun dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa). Sesuai dengan permintaan dari pihak kabupaten. Namun untuk pelaporan ADD dilaporkan persemesternya, pada tahun 2017 dilaporkan pada bulan oktober sedangkan untuk semester akhir ADD tidak cair, kemudian untuk DD telah terealisasi semua dan telah disampaikan pelaporannya  pada bulan Desember.
Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Selangkau 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang telah sesuai ialah Kepala Desa Selangkau telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati akhir bulan desember. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan yang tidak sesuai menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah belum adanya perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, pada Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa milik Desa Selangkau tidak melampirkan Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun berkenaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa belum diinformasikan kepada masyarakat secara benar dan terperinci. Namun Pemerintah Desa Selangkau telah membuat banner yang berisi APBDesa namun tidak disertai dengan laporan pertanggungjawaban dan masyarakat tidak diberikan arahan untuk bisa mengerti isi banner tersebut akibatnya meskipun desa telah melakukan publikasi tapi tujuan dari publikasi tersebut hanya memperlihatkan tanpa ada petunjuk untuk membuat masyarakat mengerti.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Selangkau berdasakan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
A.	Tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Selangkau menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan, namun terjadi perubahan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati pada bulan juni tahun 2017 sehingga desa selangkau kembali melakukan musrenbangdes pada bulan september.
B.	Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Selangkau menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara keseluruhan telah sesuai. Sedangkan yang tidak sesuai menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pada pasal 25 ayat (2) Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa namun desa selangkau tidak melakukannya namun ini bukanlah pelanggaran karena pasal tersebut hanya menganjurkan bukan mewajibkan, selanjutnya desa tidak mempunyai peraturan resmi dalam bentuk peraturan Kepala Desa untuk pengeluaran operasional kantor.
C.	Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Selangkau menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah sesuai Sedangkan yang tidak sesuai menurut Peremendagri No. 113 Tahun 2014 adalah disebutkan pada pasal 36 bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, namun desa selangkau tidak menggunakan bank dalam penatausahaan keuangan desa.
D.	Tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Selangkau menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang telah sesuai ialah Kepala Desa Selangkau telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun Desa Selangkau dilaporkan akhir bulan desember tahun berjalan. Sedangkan yang tidak sesuai  adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dilaporkan bulan oktober tahun berjalan. Sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap akhir belum dilaporkan.
E.	Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Selangkau menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang telah sesuai ialah Kepala Desa Selangkau telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati akhir bulan desember. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan yang tidak sesuai menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah belum adanya perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, pada Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa milik Desa Selangkau tidak melampirkan Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun berkenaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa belum diinformasikan kepada masyarakat secara benar dan terperinci.
Saran
Kiranya untuk tahun 2018 dalam pembuatan laporan kuangan APBDes, hendaknya Desa Selangkau terus menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dalam menyajikan laporan keuangan desa. Agar Pengelolaan Keuangan Desa dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan desa.
Pentingnya sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa Desa yang lain di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, agar dapat menggambarkan secara umum dan luas penyajian laporan keuangan pemerintah desa. Hasil dari penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian antara Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan aplikasi dilapangan. Sehingga kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Jadi diharapkan agar peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam. Selain itu diharapkan juga dalam perbandingan kesesuaian menggunakan Peraturan peraturan daerah, misalnya Peraturan bupati menganai pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
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